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ABSTRAK 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang bekerja di dalam bidang hukum, dan 

juga memiliki peran untuk menciptakan kepastian hukum  bagi masyarakat 

dalam rangka penegakan hukum. Notaris merupakan suatu organ negara  yang 

dimana negara memberikan wewenang kepada Notaris melalui ketentuan 

dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris” (selanjutnya di singkat 

UUJN). Dalam penerapan hukum antara UUJN dengan penerapan hukum 

pidana yang diatur dalam KUHP menjadi tumpang tindih sehingga 

memberikan suatu ketidakjelasan hukum bagi notaris apabila terjadi kesalahan 

dalam bertindak berdasarkan tugas dan kewenangannya. Di dalam UUJN 

mengatur bahwa ketika Notaris  menjalankan tugasnya melakukan suatu 

pelanggaran yang menyimpang dari hukum maka Notaris dapat dijatuhi sanksi 

yaitu berupa Sanksi Perdata, Administratif /Kode Etik Jabatan Notaris. 

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menjelaskan akibat hukum atas 

pemalsuan akta autentik terhadap keabsahan hukum akta dan menjelaskan 

pertanggujawaban pidana notaris yang melakukan pemalsuan akta autentik. 

Metode yang di gunakan pada penelitian in adalah normatif  dengan 

pendekatan peeraturan perundang-undangn dan konseptual.  Hasil penelitian 

ini menyatakan akibat hukum atas pemalsuan akta autentik terhadap 

keabsahan hukum akta jika salah satu persyaratan pembuatan akta tersebut 

tidak terpenuhi dengan baik atau dipalsukan, maka akta tersebut akan hilang 

sifat keasliannya dan dianggap cacat hukum, sehingga mengakibatkan akta 

tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan dianggap tidak sah 

serta pertanggung jawaban pidana notaris yang melakukan pemalsuan akta 

autentk dapat di kenai pasal 264 ayat 1 KUHP. 

 

Kata Kunci : tindak pidana pemalsuan, notaris, akta autentik. 
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ABSTRACT 

 

A notary is a public official working in the legal field and also plays a role in 

creating legal certainty for society in the context of law enforcement. A notary 

is a state organ authorized by the state through the provisions of Law No. 2 of 

2014 concerning Amendments to Law No. 30 of 2004 concerning the Position 

of Notary (hereinafter abbreviated as UUJN). The application of law between 

UUJN and the application of criminal law regulated in the Penal Code 

(KUHP) overlaps, causing legal uncertainty for notaries in case of mistakes 

in carrying out their duties and authorities. In UUJN, it is stipulated that when 

a notary performs a violation deviating from the law while carrying out their 

duties, the notary may be subject to sanctions, namely civil, administrative, or 

ethical code of the notary profession. This research aims to understand and 

explain the legal consequences of the forgery of authentic deeds on the legal 

validity of the deed and to explain the criminal liability of notaries who forge 

authentic deeds. The method used in this research is normative with a statutory 

and conceptual approach. The results of this research indicate that the legal 

consequences of the forgery of authentic deeds on the legal validity of the deed 

are that if one of the requirements for making the deed is not met properly, the 

deed will lose its originality and be considered legally defective, resulting in 

the deed having no valid probative value and being considered invalid. 

Moreover, the criminal liability of notaries who forge authentic deeds can be 

subject to Article 264 paragraph 1 of the Penal Code (KUHP). 

 

Keywords: forgery crime, notary, authentic  
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